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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah agama yang tidak mengenal distingsi antara hal yang
profan (duniawi) dan yang transendental (ukhrawi), Islam pun mengatur masalah
politik dan kekuasaan. Pada perjalanan sejarahnya, teori politik yang pertama
kali muncul dalam Islam adalah tentang jabatan kepala Negara.' Terkait dengan
jabatan kepala negara itu pula, Ibnu Taimiyyah bahkan menyatakan bahwa
menegakkan kekuasaan adalah salah satu kewajiban agama yang penting. Hal itu
karena agama juga bisa tegak dengan adanya kekuasaan. Di samping itu,
kepentingan umum masyarakat tidak akan terwujud sempurna tanpa adanya
sebuah organisasi yang mengaturnya. Dan sebuah organisasi itu tentu
memerlukan seorang pemimpin.

Nabi bersabda® :
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Tidak boleh tiga orang berada dalam satu tempat di muka bumi ini, kecuali bila
mereka memilih salah satu dari mereka sebagai pemimpinnya. (H.R. Ahmad).

! Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, vol | (Jakarta: Ul Press, 2001), 97
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Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa dalam sebuah organisasi kecil saja
kita diperintahkan untuk memilih pemimpin, apalagi dalam sebuah komunitas
besar seperti sebuah Negara.

Substansi  kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan
sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”,
berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam
tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada
kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram.*
Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli
politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik
hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.’

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan
dari Allah, al-Q’uran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah
pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam
oleh Al-Quran.® segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja
mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut
memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu
pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi

pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang dipimpin oleh

Jalut. Dari kisah yang terdapat di dalam al-Qu’ran tersebut, kita bisa menilai

* www.Eramuslim.com
® K.J Veeger Realitas Sosial (Jakarta : Gramedia, 1990), 82
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bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting
dalam memilih seorang pemimpin yang baik.

Sedangkan dalam khazanah yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi
merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang
berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-
nya yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, al-Mawardi menyatakan bahwa
kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur
persoalan dunia.”

Kepemimpinan jelas berkenaan dengan hubungan manusiawi (Hablum
minannas), sedangkan manusia yang menghuni bumi bahkan yang menghimpun
diri dalam suatu kelompok tidak semuanya Beragama Islam, berkaitan dengan

hal ini di dalam surat al-Maidah ayat 51 dijelaskan
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan
Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin(mu), sebagaian mereka merupakan pemimpin
dari yang lain. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka
sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak
memberi petunjuk bagi orang-orang yang dzalim.®

" M. Dalyono, Kepemimpinan Menurut Islam (Jogjakarta : Gajah Mada University Press,
1993), 16
® Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta : Depag RI, 1993), 169



Dalam konteks Indonesia yang mempunyai penduduk yang beragam etnis
dan agama, kontroversi mengenai dapat atau tidaknya non-muslim menjadi
presiden RI tidak hanya muncul karena alasan teologis, tetapi juga karena alasan
politis dan sosiologis. Alasan politis yang dimaksud adalah konsensus politik
panitia konstitusi dalam siding BPUPKI tanggal 16 juli 1945 untuk
mencantumkan syarat presiden Rl harus beragama Islam dalam konsep pasal 6
UUD 45°. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 syarat tersebut dicoret.Hal ini
berarti secara konstitusional non-muslim di Negara Rl mempunyai hak politik
untuk menjadi presiden.

Secara sosiologis, umat muslim yang merupakan penduduk terbesar di
Negara RI, agaknya juga tidak rela dipimpin oleh seorang non-muslim. Hal ini
disebabkan karena mayoritas umat Islam yang diwakili kalangan NU
memandang presiden RI sebagai penguasa tertinggi dalam tiga bidang sekaligus,
yakni : dibidang administrasi, panglima angkatan bersenjata dan pengatur bidang
agama.’® Karena itu , Presiden RI dan wakilnya mestilah beragama Islam. Bila
presiden bukan seorang muslim, maka pemerintahannya tidak dipandang sah
olen umat Islam. Konekuensinya, tentu pejabat-pejabat yang diangkatnya
termasuk penghulu (pejabat pencatat nikah) jugadianggap tidak sah. Bila

penghulu yang ada dianggap tidak sah, maka status perkawinan sepasang

° Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional

Tentang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 40-42
1 Mujar Ibnu Syarif, Presiden Non-Muslim Di Negara Islam (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2006), 2



pengantin yang ia terlibat didalamnya sebagai wali hakim juga dipandang tidak
sah.!!

Pendapat yang menolak non-Muslim menjadi kepala Negara
sesungguhnya untuk pertama kalinya dikemukakan oleh teoritisi politik muslim
jaman klasik, seperti Abu Ya’la al-Farra (wafat 450 H), dan imam Haramain al-
Juwaini (wafat 478 H). '* karena itu tidaklah keliru bila ada yang mengatakan,
pendapat sementara kalangan umat Islam, baik di Indonesia maupun di Negara-
negara mayoritas Muslim lainnya yang menolak presiden non-Muslim di masa
kontemporer ini, sejalah bahkan sangat mungkin dipengaruhi oleh konsep Negara
ideologis klasik yang mendasarkan Negara pada ideologi Islam, yang dalam
literatur Sunni klasik diesebut sebagi Negara khilafah.

Dalam Negara khilafah, seorang khalifah (kepala Negara) memiliki dua
tugas utama, yakni, memelihara agama dan mengatur dunia (hirasah al-din, wa
siyasah al-dunya). Oleh karena itu ia merupakan pemegang kekuasaan umum
dalam masalah-masalah agama dan dunia sekaligus.

Kembali pada surat al-Maidah ayat 51 di atas, menurut al-Allamah al-
Muhaqgiq Jalalud-Din as-Suyuthi pengarang tafsir Jalalain, ayat tersebut
menjelaskan bahwa umat Islam dilarang memilih pemimpin dari golongan

Yahudi dan Nasrani,.* Hal senada juga disampaikan oleh Sayyid Quthb dalam

Y 1bid....

3 Bahrun Abubakar terjemahan Tafsir Jalalain (bandung : Sinar baru Algesindo, 2010), 452



kitab tafsir karyanya yakni Tafsir Zhilalil Qur’an, sebab kaum yahudi dan
Nasrani pada dasarnya selalu memusuhi umat Islam.*

Namun masalah larangan pemilihan non-Muslim ini sebagai pemimpin
menjadi polemik tersendiri sebab disamping ditemukan dalil-dalil yang melarang
umat Islam memilih non-Muslim sebagai pemimpinnya, ditemukan juga dalil-
dalil lain yang bernada membolehkannya, seperti yang terdapat pada QS al-
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Allah tiada melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang
tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam tidak dilarang berbuat baik
dan berlaku adil kepada orang non-Muslim yang tidak memerangi mereka karena
alasan perbedaan agama dan juga tidak mengusir mereka dari tanah airnya.
Memberikan hak politik kepada non-Muslim yang tidak temusuhi umat Islam
untuk menjadi pemimpin,, dapat dikategorikan sebagai salah satu refleksi dari
berbuat baik dan berlaku adil kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat
Islam. Karena itu boleh dikatakan secara implisit ayat tersebut terkesan
membolehkan umat Islam untuk menjadikan non-Muslim yang tidak memusuhi

mereka sebagai pemimpin.

Y Sayyid Quthb, Tafsir Fizhilalil Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 251



Dalam konteks Indonesia yang mejemuk, yang terdiri dari berbagai suku
dan agama, permasalahan mengenai boleh tidaknya seorang non-Muslim menjadi
pemimpin menjadi menarik untuk diteliti, apalagi walaupun berpenduduk
mayoritas Muslim, hak dan kewajiban antara Muslim dan non-Muslim adalah
sama di mata undang-undang dasar Republik Indonesia. Maka dari itu untuk
meneliti permasalahan ini lebih jauh, penulis merujuk pada dua karya tokoh
mufassir Indonesia yaitu Muhammad Quraish Shihab melalui karyanya Tafsir al-
Misbah dan Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai
Hamka melalui karyanya Tafsir al-Azhar.

Alasan pegambilan rujukan pada kedua tokoh tersebut sebagai objek
kajian, dikarenakan keduanya hidup pada periode yang tidak jauh berbeda tapi
dalam kondisi sosial politik yang berbeda. Quraish Shihab hidup pada era
pembangunan di masa orde baru dan besar di lingkungan pesantren serta
keluarga yang terdidik, menyelesaikan gelar sarjananya hingga doktoralnya di

universitas al-Azhar, sehingga Howard M Federspiel®®

memandangnya lebih
terdidik dibanding para pengkaji al-Qur’an lainnya di Indonesia.’® Sedangkan
Hamka tidak pernah menyelesaikan pendidikan formalnya hingga tingkat sarjana,

dan hidup pada masa orde lama dimana masih sering terjadi pergolakan sosial

politik disana-sini. Diamping itu walaupun pernah sama-sama menduduki jabatan

1> Beliau adalah seorang profesor di Institut Studi-studi Islam McGill University, dan juga
Profesor ilmu poltik di Ohio State University yang banyak meneliti tentang perkembangan Islam di
Indonesia.

1 Howard M Frederspiel, Kajian al-Qur’an di Indonesia (Bandung: Mizan,1996), 295.



di masanya, akan tetapi sikap keduanya terhadap pemerintah sangat berbeda, tak
jarang Hamka pendiriannya bertentangan dengan ketetapan pemerintah,
sedangkan  Quraish Shihab tidak pernah sekalipun bertentangan dengan
pemerintah.

Tafsir al-Azhar merupakan tafsir yang ditulis oleh Hamka ketika beliau
berada di dalam penjara oleh pemerintahan Soekarno karena dituduh pro
Malaysia, Semasa hidupnya beliau memang dikenal sering bersebrangan dengan
pemerintah.*’

Secara umum, Tafsir Hamka ini tertuju pada satu corak tafsir yang
menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan langsung
dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-
penyakit atau problem-problem mereka berdasarkan ayat-ayat, dengan
mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah
dimengerti.

Sedangkan tafsir al-Misbah merupakan tafsir yang yang ditulis Quraish
Shihab pada masa pemerintahan orde baru, dimana kondisi sosial politik pada
masa itu relativ lebih stabil, di samping itu Quraish Shihab relatif lebih

bersahabat dengan pemerintahan.*®

" Dewan Redaksi, Suplemen Ensiklopedi Islam, 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
94-110.
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Permasalahan-permasalahan antara kedua penafsir dimuka, secara
tidak langsung mempengaruhi kepada penafsiran keduanya. Oleh karena itu

pemahaman keduanya tentang surat al-Maidah ayat 51 menarik untuk diteliti.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Untuk menentukan suatu masalah dan menghindari luasnya pembahasan
yang terlalu jauh keluar dari garis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya
pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini hanya
terkait pada penjelasan mengenai larangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani
sebagai pemimpin yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ayat 51
Adapun penafsirannya akan diambil dari tafsir Al-Misbah karya Quraish

Shihab dan tafsir Al-Azhar karya Hamka.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan
beberapa masalah yang akan menjadi objek kajian dalam skripsi ini, yaitu ;
1.  Bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap surat Al-Maidah ayat 51?
2.  Bagaimana penafsiran Hamka terhadap surat al-Maidah ayat 51?
3.  Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran keduannya terhadap surat

Al-maidah ayat 517?)

D. Penegasan Judul
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Skripsi ini berjudul MEMILIH PEMIMPIN MENURUT AL-QUR’AN
SURAT AL-MAIDAH AYAT 51 (STUDI PERBANDINGAN ANTARA
PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN HAMKA). Untuk mempermudah
pembahasan skripsi ini ada beberapa kata kunci yang harus diperjelas agar
terhindar dari kesalahpahaman sehubungan dengan judul diatas.

1. Pemimpin, adalah orang yang dipercaya untuk memimpin lembaga kecil
bahkan sampai pada level negara (presiden).

2. Penafsiran, adalah hasil tafsiran, pemaknaan terhadap ayat al-Qur’an oleh
seorang Mufassir (ahli tafsir). Dalam penelitian ini menggunakan penafsiran
dari Quraish Shihab melalui Tafsir al-Misbah dan penafsiran dari Buya
Hamka melalui Tafsir al-Azhar.

3. Perbandingan, adalah sebuah studi untuk memperbandingkan antara dua
pendapat, dalam hal ini penafsiran, Quraish Shihab dan Hamka dalam
menafsirkan Surat al-Maidah ayat 51 mengenai pemilihan pemimpin dan
pemikiran keduanya mengenai pemilihan pemimpin sebagaimana yang
disebutkan dalam al-Qur’an.

Dengan demikian bisa di tegaskan bahwa judul tersebut diatas akan
mengeksplorasi pengertian pemimpin dalam Surat al-Maidah ayat 51 melalui
penafsiran Quraish Shihab dan Hamka, serta memperbandingan kedua penafsiran

tersebut.
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E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis, untuk memperkaya khazanah keilmuan dalam
bidang kepemimpinan khususnya pemikiran Hamka dan Quraish Shihab
dalam tafsir al-Azhar dan tafsir al-Misbah, serta bisa dijadikan bahan
perbandingan penelitian yang berkenaan dengan pemikiran tokoh, khususnya
dalam hal kepemimpinan.

2. Kegunaan secara aplikatif, sebagai kontribusi pemikiran serta bahan rujukan
bagi peneliti selanjutnya dan masyarakat sosial untuk menyelesaikan

permasalahan yang berkenaan dengan kepemimpinan.

F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab terhadap Surat al-Maidah
ayat 51.
2. Mengetahui bagaimana penafsiran Hamka terhadap Surat al-Maidah ayat 51.
3. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran keduanya atas

Surat Al-Maidah ayat 51.

G. Telaah Pustaka
Pembahasan mengenai pemimpin telah banyak dibahas dalam bentuk
buku maupun blog baik oleh kalangan penulis muslim ataupun penulis-penulis
barat (Kristen), pembahasannya tidak jauh-jauh dari Kkriteria seorang pemimpin,

tugas tugas seorang pemimpin dan sebagainya. Tanpa menghiraukan latar
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belakang agama pemimpin tersebut .pembahasan mengenai pemimpin yang
menyinggung latar belakang agamanya terdapat dalam buku yang berjudul
Presiden non muslim di negeri Islam karya Mujar lbnu Syarif, disamping itu
pernah dibahas pula di dalam acara Debat yang ditayangkan di tv one dengan
tema Bolehkah presiden non muslim di Indonesia.

Dari sekian banyak judul karya ilmiah tentang kepemimpinan, maka
penulis ingin melanjutkan kembali penelitian ini, karena ada yang belum
membahas tentang permasalahan memlilih pemimpin yang tertuang dalam surat
al-maidah ayat 51 ( studi komparatif antara penafsiran Qurais Shihab dan

Hamka).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Library research, sedangkan metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Mugaranah. Secara garis besar
pengertian para ulama mengenai metode tafsir Mugarrin (komparatif) dapat
dirangkum sebagai berikut'®: pertama, Membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-
Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam
satu kasus yang sama, atau diduga sama, kedua Membandingkan ayat Al-Qur’an
dengan Hadits Nabi SAW, yang pada lahirnya terlihat bertentangan., dan ketiga

membandingkan berbagai pendapat ulama’ tafsir dalam menafsirkan Al-Qur’an.

19 Nashruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-qur’an, cet | (Jogjakarta : Pustaka pelajar,
1998), 59-60.
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Dalam definisi itu terlihat jelas bahwa tafsir al-Qur’an dengan
menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang amat luas: tidak hanya
terbatas pada memperbandingkan ayat dengan ayat, melainkan juga
memperbadingkan ayat dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan,
dan memperbadingkan pendapat para mufassir dalam menafsirkan suatu ayat.

Jadi ada tiga aspek yang dibahas di dalam metode tafsir komparatif,
yaitu: %

1. Membandingkan ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an yang lain.
Langkah-langkah yang ditempuh dalam aspek ini adalah® :
a. Mengidentifikasi dan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai redaksi
yang mirip, sehingga diketahui mana yang mirip dan mana yang tidak.
Sebagai catatan, untuk melakukan kategorisasi terhadap redaksi-
redaksi yang mirip itu didasarkan pada kriteria-kriteria berikut®*:

Pertama, jika keduanya membicarakan satu kasus yang sama dengan

memakai susunan kata, kalimat dan tata bahasa yang hampir sama, kedua

dua redaksi yang sama membicarakan dua kasus yang berlainan, ketiga
redaksi yang persis sama diulang satu kali atau lebih, namun pengulangan
itu mengandung maksud tertentu yang tak ada pada redaksi serupa yang

terletak sebelumnya.

2 |bid.,
21 Baidan, Metode...,64.
%2 Ibid...,80
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b. Membandingkan ayat-ayat yang beredaksi mirip itu, yang membicarakan
satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam dalam satu
redaksi yang sama.

c. Menganalisis perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang
mirip, baik perbedaan tersebut mengenai konotasi ayat, maupun
redaksinya seperti berbeda dalam menggunakan kata dan penempatannya
dalam satu ayat dan sebagainya.

d. Membandingkan pendapat para mufassir tentang ayat yang dijadikan
objek bahasan.

2. Membandingan ayat al-Quran dengan hadits.
Dalam membandingkan ayat-ayat al-Qur’an dengan hadits, langkah-
langkah yang ditempuh sebagai berikut®:

a. Menghimpun ayat-ayat yang pada lahirnya bertentangan dengan hadits-
hadits nabi SAW, baik ayat-ayat yang memiliki kemirirpan redaksi
dengan ayat-ayat lain atau tidak.

b. Membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam
kedua redaksi ayat dengan hadits itu, dan

c. Membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat
tersebut.

3. Membandingkan pendapat para mufasir.

2 Baidan, Metode.,65
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Dalam membandingkan pendapat para mufassir, Langkah-langkah

yang ditempuh adalah sebagai berikut?*:

a.

Menghimpun sejumlah ayat al-Qur’an yang dijadikan objek studi, tanpa
menoleh kepada redaksinya (apakah mempunyai kemiripan atau tidak).
Melacak berbagai ulama tafsir dalam menafisrkan ayat tersebut.

Dan membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan
informasi berkenaan dengan identitas dan pola berfikir dari masing-
masing mufassir.

Menurut Quraish Shihab, ada beberapa hal yang perlu mendapat

sorotan dalam metode tafsir komparatif jenis ini, yaitu®:

Kondisi sosial politik pada masa mufassir tersebut hidup.

Kecenderungan dan latar belakang pendidikannya.

Pendapat yang dikemukakannya adalah apakah pendapat pribadi, ataupun

pengembangan dari pendapat sebelumnya, ataupun juga pengulangannya.

Pembanding melakukan analisis untuk mengemukakan penilaiannya

tentang pendapat tersebut, baik menguatkan ataupun melemahkan.
Manfaat yang dapat diambil dari metode tafsir komparatif ini adalah:

Membuktikan ketelitian al-Qur’an.

Membuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang kontradiktif.

Memperjelas makna ayat, dan

24 H
Ibid.
> M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, cet |1, (Bandung: Mizan, 1995), 119-120.
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d. Tidak menggugurkan suatu hadits yang berkualitas sahih.

Sedangkan dalam hal perbedaan penafsiran mufasir yang satu dengan
yang yang lain, mufasir berusaha mencari, menggali, menemukan, dan
mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu apabila mungkin, dan
mentarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi
masing-masing.

Perbandingan adalah ciri utama bagi Metode Komparatif.?® Disini
letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara metode ini dengan metode-
metode lain. Hal ini disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam
memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadits, adalah
pendapat para ulama tersebut dan bahkan dalam aspek yang ketiga. Oleh
sebab itu jika suatu penafsiran dilakukan tanpa membandingkan berbagai
pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu
tidak dapat disebut metode mugarrin atau metode komparatif.

Agar metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan,
diperlukan beberapa komponen metode penelitian:

1. Pengumpulan Data
Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan
menggunakan metode kepustakaan : Library Research, yakni mencari dari
berbagai pustaka untuk diklasifikasikan menurut materi yang akan dibahas

sesuai dengan pokok permasalahan.

% Baidan, Metode,.63.
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2. Analisa Data
Metode komparatif: membandingkan persamaan dan perbedaan
pandangan serta perubahan pandangan orang, grup atau Negara terhadap
kasus, terhadap orang, terhadap peristiwa maupun terhadap ide-ide?’. Atau
mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang ditulis oleh sejumlah
ulama tafsir.?®
3. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini diperlukan data-data kepustakaan, yakni;
dengan melihat ayat-ayat Al-Qur’an, buku-buku, majalah maupun artikel-
artikel di internet. Untuk keperluan tersebut penulis mengadakan
penelitian terhadap sumber-sumber kepustakaan yang terbagi kedalam dua
sumber:
a. Sumber Primer
Sumber Primer dalam penulisan skripsi ini adalah Tafsir Al-Misbah
karya Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar Karya Hamka.
b. Sumber Sekunder
Adapun data penunjang dalam penulisan skripsi ini adalah berbagai
macam buku serta majalah maupun artikel-artikel di internet yang

berkaitan serta memberikan penjelasan mengenai data primer di

%" Suharani Arikanto, Prosedur Penelitian, Sebuah Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1993), 21

% Abu Al-Hayy Al-Farmawi, Metode tafsir Maudhu’l, Suatu Pengantar (Jakarta: PT
Grafindo Persada, 1996), 30
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dalam penulisan karya ilmiah ini, diantaranya adalah kajian al-

Qur’an di Indonesia karya Howard M Federspiel.

Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini dipandang perlu adanya sistematika penulisan, dengan
tujuan untuk mempermudah memahami substansi serta gambaran secara garis
besar dalam penelitian. Maka secara global akan dipaparkan sebagai berikut:

Pada bab pertama memaparkan pendahuluan berisikan tentang latar
belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, pengesahan judul, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode
penelitian.

Pada bab kedua menguarikan landasan teori yang berisikan tentang
pengertian kepemimpinan, penggunaan istilah istilah kepemimpinan di dalam Al-
Qur’an, serta pendapat ulama mengenai kepemimpinan.

Pada bab ke tiga membahas tentang biografi Hamka dan Quraish Shihab
yang meliputi latar belakang keluarga, pendidikan, dan karya-karya mereka,
disamping itu juga membahas tentang karya tafsir dari keduanya yang meliputi
riwayat penulisan dan metodologinya.

Pada bab keempat memuat analisis komparatif terhadap pemikiran Hamka
dan Quraish Shihab dalam menafsirkan surat al-Maidah ayat 51, yang meliputi
asbabun nuzul ayat-ayat tersebut serta faktor yang mempengaruhi keduanya

dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
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Kemudian penelitian ini diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup, yang

berupa kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan, serta saran-saran.



